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BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis
dapat membuat kesimpulan sebagai berikut

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik
kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan
memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2
(dua) jenis alat bukti, untuk menentukan memperoleh bukti
permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti,
ditentukan melalui gelar perkara.

2. Dalam peradilan pidana yang menggunakan sistem dua proses
yaitu crime control model dan due process model, kedua model
sistem peradilan pidana ini merupakan pendekatan normatif dalam
memperlakukan tersangka, pendekatan pertama menempatkan
tersangka sebagai objek perlakuan demi untuk mencapai efektivitas
peradilan daripada proses beracara, sedangkan pendekatan yang
kedua lebih mengutamakan efisiensi proses peradilan yang
bertujuan mementingkan proses, sehingga dalam pelaksanaannya
masih terjadi kesalahan prosedur, kurang hati-hati bahkan adanya

penyalahgunaan wewenang dalam penetapan tersangka.
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2. Saran
Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memberikan saran dalam

penelitian ini, yaitu

1. Sikap hati-hati dan prosesional bagi para penegak hukum sangat
diperlukan, karena kesalahan sedikit saja dampaknya sangat luar
biasa dalam proses penegakkan hukum baik bagi penegak hukum
atau bagi masyarakat pencari keadilan. Pengetahuan yang
memadai yang dimiliki oleh para penegak hukum tentang
ketentuan undang-undang menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa
ditawar-tawar lagi.

2. Pengawasan dan pemberian sanksi tegas terhadap para penegak
hukum yang melanggar harus lebih ditingkatkan, kontrol
masyarakat terhadap para penegak hukum sangat diperlukan, agar
dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang teguh
terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu
perbaikan kemampuan (pendidikan) terhadap para penegak hukum

harus dilakukan secara berkesinambungan.
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